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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Tepat atau tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus
posisi dan sikap maupun asal-usul terdakwa. Terhadap anak yang melakukan
tindak pidana dengan didasari murni suatu perbuatan kriminal, latar belakang
terdakwa yang tidak jelas, pergaulan terdakwa yang tidak baik, sikap terdakwa
yang tidak berterus terang, serta perbuatan yang dilakukan merupakan
pengulangan tindak pidana (recidive), maka sudah tepat dihukum dengan pidana
penjara. Sistem pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana belum sesuai yang
diharapkan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak ramah terhadap
anak. Selain hal tersebut, sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Anak
yang ada belum memadai, jumlah anak didik tidak sesuai dengan kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan Anak, kurangnya tenaga pendidik yang secara sukarela
bersedia memberikan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, dan masalah
keterbatasan dana atau anggaran. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama
dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap

anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:

Konsep restorative justice telah dimasukkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012, oleh karena itu pemerintah segera menyiapkan sarana dan
prasaran pendukung, seperti membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang
terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan
balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia, menambah jumlah
lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan anak sesuai jumlah kabupaten /
kota di Indonesia, menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam
penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-
benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. Dalam menerapkan sanksi
pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang
berhadapan dengan hukum haruslah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan
terhadap anak, jadi harus berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa.
Lingkungan pidana penjara anak juga harus sesuai dengan kondisi anak-anak,
dengan segala fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat anak agar

dapat menyalurkan hobinya ke arah yang positif.
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